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Abstract

The goal of this research was to investigate and assess regional asset management at the West Kotawaringin
Regional Asset and Financial Management Agency (BPKAD). The purpose of this research is to better
understand the significance of regional asset management in the context of regional financial management, as
well as how regional asset management may help to promote local revenue (PAD) and development in the area.
Furthermore, this study intends to examine the stages of regional asset management, from acquisition/receipt
through disposal, as well as the performance of local governments in managing regional assets. This work was
written utilizing a qualitative descriptive methodology, which is a sort of qualitative research.The goal of this
research is to get a better knowledge of regional asset management and the significance of regional development.
The findings of this study are also expected to provide recommendations and input to the West Kotawaringin
Regional Asset and Financial Management Agency in order to improve the effectiveness and efficiency of
regional asset management and support the achievement of regional development goals.
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PENDAHULUAN
Pengelolaan real estate/investasi daerah merupakan bagian dari pengelolaan ekonomi daerah,

dimana kekayaan daerah merupakan barang material yaitu. semua barang yang diperoleh atau
diperoleh atas beban APBD, yang berasal dari perolehan lain yang sah (Rahman et al, 2020). Barang
milik daerah/barang milik daerah terdiri dari barang bergerak dan barang tetap. Harta bergerak
meliputi kendaraan niaga seperti sepeda motor dan mobil. Aset tetap meliputi tanah, bangunan,
fasilitas, dll. Keberadaan kekayaan daerah juga mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan
pemerintah kota sehingga sangat mempengaruhi kegiatan pemerintah kota. Aset tetap atau real estate
daerah (BMD) merupakan aset daerah yang dapat menjadi jaminan pembangunan dan yang apabila
dikelola dan dipelihara dengan baik dapat memberikan manfaat bagi banyak penduduk daerah
tersebut (Aituaraw, 2021).

Menurut Klausul 28 Keputusan Pemerintah Nomor 2020, barang milik daerah adalah semua
barang yang dibeli atau diterima atas biaya APBD atau perolehan lain yang sah. Kehadiran
kepemilikan daerah sangat penting karena kepemilikan daerah memiliki pedoman yang mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan tanggung jawab pemerintah provinsi. Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pengelolaan cagar budaya provinsi meliputi
perencanaan dan kebutuhan anggaran, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,
evaluasi, pengangkutan, pemusnahan, pembongkaran, pengelolaan dan pengembangan, pengawasan
dan pengendalian (Sari dan Nahar, 2019). Tujuan Badan Pengelola Kekayaan dan Perekonomian
Daerah Kotawaringin Barat adalah untuk mengatur pengelolaan kekayaan daerah berdasarkan sistem
otonomi daerah, agar sumber daya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dapat mendukung
Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlindungan pusaka daerah dalam rangka perlindungan pusaka daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) didirikan di Wilayah Administratif
Kotawaringin Barat dengan Keputusan Daerah No. 1 Pemerintah Daerah Administratif Kotawaringin
Barat. Namun, Peraturan Pemerintah No. 18/2016 tentang perangkat daerah. Peraturan Nomor 18
Tahun 2008 membentuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Wilayah
Administrasi Kotawaringin Barat, yang menggantikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(DPKD) di daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
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Tata Kerja Dinas Kabupaten Kotawaring Barat, pada bulan Juli 2008, Departemen Keuangan dan
Sekretaris Daerah Dinas Pendapatan Daerah dilebur menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kotawaring Barat ( DPKD). ). Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yaitu sesuai dengan
peraturan pemerintah, mengendalikan perangkat daerah di bidang pengelolaan pendapatan dan
keuangan.

METODE
Tulisan ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mengadopsi pendekatan

deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan uraian dan penjelasan obyektif
mengenai fenomena yang diamati dari obyek penelitian. Sumber data yang digunakan adalah data primer
dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka.

HASILDANDISKUSI
Hasil

Hasil dari penelitian mengenai "Strategi Pengelolaan Kekayaan (Aset) Daerah dalam
Meningkatkan Kinerja Pemda Kotawaringin Barat" adalah sebagai berikut:
a) Identifikasi Aset Daerah: Survei ini berhasil mengidentifikasi aset daerah yang dimiliki oleh

Pemda Kotawaringin Barat, antara lain tanah, bangunan, gudang dan sumber daya lainnya.
Identifikasi ini merupakan langkah awal yang penting dalam pengelolaan investasi daerah.

b) Penilaian Kondisi dan Kinerja: Survei ini digunakan untuk menilai kondisi dan kinerja aset
daerah. Termasuk di dalamnya pengkajian terhadap pemeliharaan, pengoperasian dan
penggunaan aset, termasuk kajian terhadap kelayakan dan produktivitas aset yang dimiliki
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

c) Analisis hambatan dan tantangan. Studi ini juga menganalisis hambatan dan tantangan
pengelolaan investasi daerah. Ini termasuk masalah tata kelola, peraturan, kepegawaian dan
keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja otoritas lokal dalam mengelola aset daerah.

d) Penyusunan Strategi Pengelolaan Aset: Temuan penelitian ini memberikan rekomendasi strategi
pengelolaan aset daerah yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat.
Strategi ini mencakup langkah-langkah pengelolaan aset yang efisien dan efektif, termasuk
akuisisi, pemeliharaan, penambahan nilai, dan optimalisasi aset.

e) Rekomendasi Kebijakan: Kajian ini memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah
Kotawring Barat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah. Rekomendasi ini
termasuk mis. meningkatkan regulasi, meningkatkan kapasitas staf, meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas, dan menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan aset.

Dengan menerapkan strategi pengelolaan aset daerah yang direkomendasikan dan mengatasi
hambatan yang teridentifikasi, diharapkan Pemda Kotawaringin Barat dapat meningkatkan kinerja
pengelolaan aset daerah. Hal ini akan berdampak positif terhadap efisiensi, keberlanjutan dan
peningkatan pelayanan publik yang diberikan kepada warga oleh Pemerintah Daerah Kotawaringin
Barat.

Pembahasan
Kondisi Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kobar

Berdasarkan temuannya, BPK menyatakan bahwa pengelolaan investasi di kawasan Kobar
belum sepenuhnya terselesaikan dan harus dimonitor lebih lanjut oleh BKAD untuk mengoptimalkan
pengelolaan investasi di kawasan tersebut, meskipun kesimpulannya adalah sebagai berikut:
1. Kabupaten Kobar masih kurang optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah
2. Kapasitas pengelolaan daerah Kabupaten Kobar belum sepenuhnya memadai
3. Pengelolaan aset daerah di Kabupaten Kobar masih belum tertata
4. Pemanfaatan barang milik daerah yang tidak wajar
5. Masih banyak aset daerah yang tidak terpakai atau kurang dimanfaatkan
6. Masih banyak aset daerah di wilayah Kobar yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh

badan/perorangan lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Kabupaten Kobar masih banyak memiliki aset teritorial berupa tanah yang belum bersertifikat

atau belum bersertifikat
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Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa kondisi kekayaan milik Kabupaten
Kobar kurang terkelola secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti gagalnya
pengelolaan perekonomian daerah sehingga keterampilan dan talenta tetap dibutuhkan. Selain itu,
sistem pengendalian intern masing-masing OPD tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Sehingga
penyelesaian OPD tidak sejalan dengan BKAD di Kabupaten Kobar.

Kondisi pengelolaan kekayaan (aset) daerah di Pemerintah Daerah (Pemda) Kotawaringin
Barat merupakan aspek yang penting untuk dipelajari guna memahami tantangan dan potensi yang ada
dalam pengelolaan aset daerah. Dalam menjawab pertanyaan ini, akan dijelaskan tentang kondisi saat
ini, termasuk sumber daya yang dimiliki Pemda Kotawaringin Barat, sistem pengelolaan aset, serta
permasalahan yang dihadapi. Pemda Kotawaringin Barat adalah sebuah wilayah otonom yang
bertanggung jawab dalam pengelolaan aset-aset daerah yang dimiliki. Aset daerah meliputi tanah,
bangunan, infrastruktur, dan barang milik daerah lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan strategis.
Pentingnya pengelolaan aset daerah yang baik adalah untuk memaksimalkan manfaat dan nilai
ekonomi dari aset tersebut, serta mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah secara efektif.
Pemda Kotawaringin Barat memiliki berbagai sumber daya aset yang meliputi tanah, bangunan,
infrastruktur, dan barang milik daerah lainnya. Tanah yang dimiliki oleh Pemda dapat digunakan
untuk berbagai kepentingan seperti pembangunan infrastruktur, pemukiman, dan usaha komersial.
Bangunan dan infrastruktur juga merupakan aset yang penting dalam mendukung pelayanan publik
seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Selain itu, barang milik daerah seperti kendaraan dan
peralatan juga menjadi bagian dari aset yang dikelola.

Pengelolaan aset daerah di Pemda Kotawaringin Barat saat ini didasarkan pada sistem yang
terorganisir, melibatkan berbagai unit terkait seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta unit kerja
terkait lainnya. Sistem ini mencakup proses pendaftaran, inventarisasi, pemeliharaan, penggunaan, dan
pemutakhiran data aset. Pemda juga memiliki peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan aset yang
mengatur pemakaian, pengalihan, dan pemeliharaan aset daerah. Meskipun terdapat upaya dalam
pengelolaan aset daerah, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemda Kotawaringin
Barat. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:
a) Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan aset daerah secara efektif.

Hal ini dapat mengakibatkan pengabaian dalam pemeliharaan dan peningkatan nilai aset daerah.
b) Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan dalam pengelolaan aset. Kurangnya jumlah

personel yang berkualifikasi dan anggaran yang terbatas dapat mempengaruhi efektivitas
pengelolaan aset.

c) Tantangan dalam pemantauan dan pengendalian aset. Dalam wilayah yang luas, memantau dan
mengendalikan aset secara efektif menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal pemeliharaan
dan penggunaan aset yang optimal.

d) Risiko penyalahgunaan aset dan korupsi. Pengelolaan aset yang kurang transparan dan rentan
terhadap praktik korupsi dapat menyebabkan kerugian keuangan bagi Pemda dan merugikan
masyarakat.

Dalam menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, Pemda Kotawaringin Barat dapat
mengambil langkah-langkah strategis seperti:
a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan aset daerah melalui

sosialisasi, pelatihan, dan edukasi kepada stakeholders terkait.
b. Meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan aset melalui

pelatihan dan pengembangan kompetensi.
c. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan sistem manajemen aset untuk

mempermudah pemantauan, pemeliharaan, dan pengendalian aset.
d. Menerapkan tata kelola yang baik, termasuk kebijakan transparansi, akuntabilitas, dan

pencegahan korupsi dalam pengelolaan aset.
e. Mengoptimalkan kolaborasi antara unit terkait dalam pengelolaan aset, termasuk koordinasi

dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan instansi terkait lainnya.
Dalam kesimpulannya, kondisi pengelolaan kekayaan (aset) daerah di Pemda Kotawaringin

Barat saat ini memiliki potensi yang besar, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Dalam
menghadapi tantangan tersebut, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk
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meningkatkan pengelolaan aset daerah agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pelayanan
publik dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Prinsip Dasar Pengelolaan Kekayaan Daerah
Perencanaan
Sebagai pihak yang menjalankan tugas dan wewenangnya, pemerintah daerah harus memperoleh hasil
atau kekayaan yang diperlukan dengan cara yang benar. Oleh karena itu, pemerintah kota harus
menentukan kriteria aset tetap dan memperoleh barang atau aset melalui lelang terbuka. Kekayaan
mencakup 2 bagian yaitu:
a) Kekayaan yang ada (sudah ada) sejak awal daerah. Misalnya tanah, kayu, mineral, gunung,

danau, pantai dan lautan, sungai dan peninggalan sejarah.
b) Kekayaan yang bisa diperoleh dan dibangun secara mandiri. Misalnya jalan, jembatan, mobil dan

barang modal lainnya.
Penerapan
Pengelolaan investasi daerah harus berhubungan dengan standar tanggung jawab publik, khususnya
tanggung jawab kejujuran, tanggung jawab hukum, tanggung jawab proses dan tanggung jawab politik.
Untuk menjamin kelancaran pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pengawasan yang ketat mulai
dari tahap perencanaan hingga penjualan aset. Partisipasi masyarakat dan pengawas internal DPRD
sangat penting dalam proses penertiban ini. Keterlibatan auditor internal dalam pemeriksaan
membantu untuk menilai kepatuhan terhadap prosedur pemerintah daerah dan standar yang berlaku
dan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan dan pengelolaan aset daerah.
1. Tanggung jawab
2. Kejujuran
3. tanggung jawab hukum.
4. Kewajiban proses
5. Tanggung jawab politik
Pengawasan

Diperlukan pengawasan yang akurat mulai dari perencanaan hingga penjualan properti. Dalam
skenario ini, keterlibatan masyarakat dan pengawas internal DPRD menjadi sangat penting.
Keterlibatan auditor internal dalam pemeriksaan aset daerah sangat penting dalam menilai kepatuhan
terhadap prosedur dan standar kotamadya yang berlaku. Agar tidak terjadi penyimpangan dalam
perencanaan dan pengelolaan kekayaan daerah, perlu dilakukan pengawasan yang ketat secara terus
menerus. Oleh karena itu, peran auditor internal dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan saat
ini sangat penting dalam pengelolaan aset daerah.

Pengelolaan kekayaan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pemerintahan daerah
yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh
pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam melindungi, mengelola, dan
memanfaatkan kekayaan daerah secara efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat. Dalam
konteks Kotawaringin Barat, sebuah kabupaten di Indonesia, prinsip dasar pengelolaan kekayaan
daerah menjadi hal yang krusial dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Prinsip-prinsip
tersebut harus diterapkan dengan baik dan diikuti oleh semua pemangku kepentingan terkait agar
pengelolaan kekayaan daerah dapat berjalan secara optimal.
Transparansi
Transparansi merupakan prinsip dasar yang penting dalam pengelolaan kekayaan daerah di
Kotawaringin Barat. Pemerintah daerah harus menjalankan prinsip ini dengan membuka akses
informasi yang jelas dan mudah diakses kepada publik. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara
lain adalah:
a. Publikasi Informasi Keuangan: Pemerintah daerah perlu menyediakan informasi yang lengkap

dan akurat mengenai pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan
laporan keuangan yang transparan dan dipublikasikan secara teratur.

b. Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan: Proses pengadaan barang dan jasa harus dilakukan
secara terbuka dan adil. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan
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dengan transparansi, termasuk pengumuman tender, evaluasi yang obyektif, dan publikasi hasil
pengadaan.

c. Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan: Pemerintah daerah harus memberikan ruang
bagi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kekayaan daerah. Hal
ini dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik, pertemuan terbuka, atau forum diskusi
yang melibatkan masyarakat secara luas.

Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah prinsip dasar penting yang menekankan tanggung jawab pemerintah daerah
dalam pengelolaan kekayaan daerah. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab secara jelas
terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil
untuk menjaga akuntabilitas:
a) Pelaporan Keuangan yang Tepat Waktu: Pemerintah daerah harus menyusun dan menyampaikan

laporan keuangan dengan tepat waktu. Laporan tersebut harus memuat informasi yang relevan,
terpercaya, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

b) Audit Independen: Pemerintah daerah harus menjalankan audit independen terhadap pengelolaan
kekayaan daerah. Audit ini dilakukan oleh pihak eksternal yang memiliki otoritas dan
independensi dalam mengevaluasi kinerja keuangan dan aset daerah.

c) Pengawasan Internal yang Efektif: Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan
internal untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku. Hal ini
meliputi penetapan kebijakan dan prosedur yang jelas, penerapan mekanisme pengendalian intern,
serta pelatihan dan pemantauan yang terus-menerus.

Partisipasi Publik
Partisipasi publik merupakan prinsip dasar yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam
pengambilan keputusan terkait pengelolaan kekayaan daerah. Pemerintah daerah di Kotawaringin
Barat perlu mengimplementasikan langkah-langkah berikut untuk mendorong partisipasi publik:
a. Penyediaan Informasi yang Mudah Dipahami: Pemerintah daerah harus menyediakan informasi

yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Informasi ini dapat diberikan melalui berbagai
media seperti situs web, brosur, atau pertemuan langsung dengan masyarakat.

b. Mekanisme Partisipasi Publik: Pemerintah daerah harus membuka ruang bagi partisipasi
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan kekayaan daerah.
Mekanisme partisipasi ini dapat berupa forum konsultasi, pertemuan masyarakat, atau
penyusunan tim independen yang melibatkan perwakilan masyarakat.

c. Pemberdayaan Masyarakat: Pemerintah daerah perlu mendorong pemberdayaan masyarakat
dalam hal pengelolaan kekayaan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan,
pendampingan, dan dukungan kepada masyarakat agar mereka memiliki pemahaman dan
keterampilan yang diperlukan untuk berperan aktif dalam pengelolaan kekayaan daerah.

Pengelolaan kekayaan daerah di Kotawaringin Barat harus didasarkan pada prinsip-prinsip
dasar yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Prinsip-prinsip ini akan
memastikan bahwa pengelolaan kekayaan daerah dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan
kepentingan masyarakat. Penerapan prinsip dasar ini membutuhkan kerjasama dan komitmen dari
semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Dengan mengikuti prinsip dasar pengelolaan kekayaan daerah ini, diharapkan kinerja pemerintah
daerah dapat ditingkatkan, dan kekayaan daerah dapat memberikan manfaat maksimal bagi
masyarakat Kotawaringin Barat.
Strategi Terkait Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Untuk Meningkatkan Kinerja
Pemerintah Daerah
Rekognisi Serta Pendataan Nilai Dan Potensi Aset Kawasan.

Untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kekayaan daerah, pemerintah harus melakukan
identifikasi dan inventarisasi potensi kekayaan daerah. Kegiatan ini sangat penting dalam penyusunan
neraca kekayaan daerah dan laporan untuk informasi publik. Agar operasi ini efektif, dewan harus
menggunakan auditor secara independen.
Perlu Adanya Sistem data Manajemen Aset Daerah.
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Sistem ini sangat berguna untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang memuat informasi
tentang kekayaan daerah. Selain itu, sistem ini juga menjadi dasar pengembangan perangkat yang
berkaitan dengan penyusunan APBD dan penentuan keinginan memperoleh modal.
Pengawasan Dan Penanganan Penggunaan Aset Daerah.

Penggunaan aset daerah ini harus dikontrol secara ketat untuk meminimalkan gangguan dan
kelambanan pengelolaan. Peran masyarakat dapat membantu meningkatkan fungsi pengawasan.
Kesalahan masyarakat dan DPRD diperlukan untuk memberikan masukan kepada pemerintah kota
berupa perbaikan perencanaan aset daerah.
Keterlibatan jasa penilai

Pengumpulan data tahunan dan penilaian layanan sangat penting untuk pertumbuhan aset
daerah. Dalam evaluasi pengelolaan investasi daerah, tanggung jawab layanan evaluasi adalah:
a) Identifikasi kekayaan daerah dan inventarisasi kekayaan daerah.
b) Berikan informasi tentang status hukum properti
c) Menilai aset daerah, baik yang terealisasi maupun yang belum terealisasi. a) analisis investasi

atau pengaturan keuangan
d) memberikan jasa konsultasi pengelolaan usaha yang berkaitan dengan kekayaan daerah.

Strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kotawaringin Barat dalam
meningkatkan kinerja melalui pengelolaan kekayaan (aset) daerah adalah suatu aspek yang penting
untuk dipertimbangkan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, kami akan menjelaskan berbagai strategi yang
dapat dilakukan oleh Pemda Kotawaringin Barat dalam meningkatkan kinerja mereka melalui
pengelolaan kekayaan (aset) daerah. Strategi ini mencakup langkah-langkah konkret yang dapat
diambil oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kekayaan daerah dan
mengoptimalkan manfaatnya bagi pembangunan dan pelayanan publik.

Langkah pertama dalam strategi pengelolaan kekayaan (aset) daerah adalah melakukan
identifikasi dan inventarisasi aset-aset yang dimiliki oleh Pemda Kotawaringin Barat. Identifikasi
ini harus mencakup semua jenis aset, termasuk tanah, bangunan, infrastruktur, sumber daya alam,
dan aset finansial. Inventarisasi yang komprehensif akan memberikan pemahaman yang lebih baik
tentang potensi aset yang ada dan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan strategis. Setelah
identifikasi dan inventarisasi aset dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian nilai
aset dan menyusun kebijakan pengelolaan yang sesuai. Penilaian nilai aset dilakukan untuk
mengetahui nilai aktual dari aset-aset yang dimiliki oleh Pemda Kotawaringin Barat. Selanjutnya,
berdasarkan penilaian tersebut, perlu disusun kebijakan pengelolaan yang komprehensif dan
terintegrasi yang mencakup penggunaan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan aset
secara optimal.

Untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan aset yang efektif, Pemda
Kotawaringin Barat perlu meningkatkan kapasitas internal mereka dalam hal pengelolaan aset. Hal
ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan pegawai yang terkait dengan aset daerah,
termasuk keahlian dalam manajemen keuangan, manajemen risiko, penilaian aset, dan penggunaan
teknologi informasi yang relevan. Peningkatan kapasitas ini akan memastikan bahwa pengelolaan
aset dilakukan secara profesional dan efisien. Strategi selanjutnya adalah pengoptimalan
pemanfaatan aset daerah. Pemda Kotawaringin Barat perlu mengidentifikasi potensi pemanfaatan
yang lebih baik dari aset-aset yang dimiliki. Misalnya, aset tanah yang tidak dimanfaatkan secara
optimal dapat dikelola untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, investasi, atau
pengembangan industri. Selain itu, aset finansial dapat dikelola dengan bijak melalui investasi yang
menguntungkan dan diversifikasi portofolio.

Pemda Kotawaringin Barat juga dapat meningkatkan kinerja pengelolaan aset daerah
melalui kolaborasi dengan pihak eksternal. Kerjasama dengan sektor swasta, lembaga keuangan,
masyarakat, dan lembaga donor dapat memberikan akses ke sumber daya tambahan, pengetahuan,
dan keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan aset. Melalui kemitraan ini, Pemda dapat
mengoptimalkan potensi aset dan memperluas jangkauan program pembangunan. Penerapan
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teknologi informasi dan sistem informasi manajemen aset (SIMA) dapat meningkatkan efisiensi
dan transparansi dalam pengelolaan aset daerah. Pemda Kotawaringin Barat perlu mengadopsi
solusi teknologi yang relevan untuk memantau, melacak, dan mengelola aset secara efektif. SIMA
dapat membantu dalam pengelolaan inventaris aset, pemeliharaan, pemantauan kondisi aset,
manajemen kontrak, dan pelaporan kinerja aset. Terakhir, Pemda Kotawaringin Barat harus
melaksanakan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pengelolaan aset daerah. Proses ini
melibatkan pemantauan kinerja aset, penilaian kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan aset,
identifikasi risiko, dan pelaporan yang transparan kepada pihak yang berkepentingan. Evaluasi
rutin akan membantu Pemda untuk mengidentifikasi kekurangan dan mengambil tindakan korektif
yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan aset.

Dalam kesimpulannya, strategi pengelolaan kekayaan (aset) daerah oleh Pemda
Kotawaringin Barat harus melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi aset, penilaian nilai,
kebijakan pengelolaan, peningkatan kapasitas, pengoptimalan pemanfaatan, kolaborasi eksternal,
penggunaan teknologi informasi, pengawasan, dan evaluasi berkelanjutan. Dengan mengadopsi
strategi ini, diharapkan Pemda dapat meningkatkan kinerja mereka dalam mengelola aset daerah
dengan efektif, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan
di Kotawaringin Barat.

SIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan: Pada dasarnya

kekayaan daerah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 1) Kekayaan yang (sudah ada)
sejak adanya wilayah. 2) Aset yang dimiliki melalui akuisisi dan aset yang dibangun sendiri.

Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi suatu daerah. Potensi ekonomi
mengandung arti bahwa di masa yang akan datang dapat diperoleh manfaat ekonomi dan
keuangan yang dapat mendukung peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai penyedia
pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang optimal untuk
mengelola aset daerah. Strategi optimalisasi pengelolaan investasi daerah meliputi:
1. Menentukan dan memetakan nilai dan potensi kekayaan daerah
2. Perlunya sistem informasi pengelolaan investasi daerah
3. Pemantauan dan pengendalian penggunaan kekayaan daerah
4. Partisipasi dalam layanan penilaian (Assessment)
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